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ABSTRAK

Dalam Undang undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum
dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang sudah memenuhi
syarat. Pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum
keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha
negara, baik yang dilaksanakan secara litigasi maupun non litigasi.
Kehadiran bantuan hukum memberikan perlindungan kepada orang
atau kelompok orang miskin. Negara melalui Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum ini
harus dapat memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan
miskin baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah hukum.
Pada kali ini fokus permasalahan yang dituju adalah bagaimana
pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang mengacu pada peraturan
bantuan hukum di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan hukum
Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan Undang undang No. 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan untuk mengetahui faktor
factor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

Penelitian int mencoba menemukan masalah mengenai
peraturan yang ada dengan pemberian bantuan hukum non litigasi
(mediasi) kepada masyarakat miskin, untuk menjawab permasalahan
tersebut digunakan metode penelitian yuridis empiris, bersifat
deskriptif kualitatif, menggunakan teori keadilan, data yang
digunakan data primer yang peneliti peroleh dari lapangan dan data
sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang undangan, teknik
pengumpulan ‘datanya berupa ‘wawancara dengan ‘instansi terkait
yaitu Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa, penelitian dilakukan
dengan “mendatangi’ langsung ke " lokasi® ‘ penelitian, " dengan
mewawancarai anggota atau pengurus ‘yang: ada di lokasi serta
meminta data masyarakat yang pernah meminta bantuan hukum ke
Lembaga Bantuan Hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pemerintah
telah berupaya memberikan perlindungan terhadap orang atau
kelompok orang miskin yang tersangkut perkara hukum dengan
diundangkannya Undang undang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri
Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan
Akreditasi  Lembaga Bantuan Hukum  dan  Organisasi



Kemasyarakatan. Permenkumham No0.63 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Permenkumham No.10 Tahun 2015 tentang peraturan
pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum
kepada masyarakat miskin yang diatur dalam Undang undang No.16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak berjalan sesuai aturan
yang ada, syarat sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum
menghambat pemberi bantuan hukum, pada pasal 8 menjelaskan
pemberi bantuan hukum harus memiliki akreditasi, Lembaga
Bantuan Hukum yang belum terakreditasi belum bisa mendapatkan
dana dari APBN, kendalanya Lembaga Bantuan Hukum yang tidak
mengikuti verifikasi dan hanya terdaftar saja, tidak bisa melakukan
pendampingan baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bantuan Hukum, dan Non Litigasi
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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(QS. Asy-Syarh: 5-8)

LGl s G Gy Y s LS Y
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan

Sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al-Bagarah : 286)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan
dengan adanya hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat
yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya
hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bagi tiap warga
negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-
kepentingan serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Reformasi konsultasi berlangsung melalui beberapa kali amandemen
Undang-undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan yang
sangat besar bagi hukum nasional dan hal tersebut bermakna pula
pada; adanya pengakuan prinsip supremasi hukum, dianutnya
prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945,
adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang'menjamin persamaan
setiap warga negara dalam hukum, dan adanya jaminan keadilan
bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang
oleh pihak yang berkuasa.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945
menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before of

! Susy Susilawati, Upaya Perlindungan Paralegal dalam RUU Bantuan
Hukum Semiloka, (LBH. Kanwil Kumham:DI.Yogyakarta, 2011), him. 4.
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law), sehingga dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
disebutkan
“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan
kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi
setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi
pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh
orang yang mampu saja.> Kehidupan bermasyarakat yang tidak
terlepas dari berbagai polemik permasalahan yang kompleks
menimbulkan berbagai masalah hukum. Hal tersebut dikarenakan
manusia adalah makhluk sosial, yang tidak terlepas dari dinamika
ssosial yang rawan konflik. Problematika hidup yang besar maupun
kecil mengharuskan untuk diselesaikan baik secara kekeluargaan
atau secara hukum guna terciptanya keadilan sosial. Namun dalam
hal penyelesaian masalah, seringkali tidak bisa dengan mudah untuk
diatasi secara mandiri. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk
membantu menyelesaikan masalah tersebut yang mana pihak yang
paham dan mengerti mengenai suatu.-permasalahan. yang- dihadapi
tersebut. Maka dari itu orang'yang berperkara-membutuhkan nasihat
dan bantuan dari orang yang lebih mengetahui tentang hukum acara
dalam suatu peradilan.

Di Indonesia sebagian besar anggota masyarakatnya masih

hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan

% Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, (Elex Media
Komputindo: Jakarta, 2011), him.71.
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hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan
hukum dimasyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat
kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.® Akses
terhadap keadilan mensyarakatkan masyarakat miskin dan marginal
dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam
upaya menyelesaikan masalah di komunitasnya, dalam upaya
pencapaian tujuan tesebut maka negara harus menjamin bahwa
sistem  hukum  yang ada telah  mengadopsi  dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil
serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum
tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pembatasan
yang dapat dilakukan olenh negara untuk menjamin hak
konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan di depan
hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk
mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang Pemberi
Bantuan Hukum. Pembelaan dan pendampingan hukum bagi
masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan
menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (due process of
law)-sehingga  keadilan. akan berlaku bagi setiap. orang tanpa
terkecuali- (justice for all). * Lahirmya Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-
Undang Bantuan Hukum adalah dalam rangka mewujudkan akses

terhadap keadilan (acces to justice) bagi setiap orang terutama orang

% Ibid, him.39.

*Erna Ratnaningsih, Peran Paralegal Dalam Pemberian Hukum.
http://business-law.binus.ac.id. Diakses tanggal 13 November 2018
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miskin atau tidak mampu agar memperoleh jaminan dalam
pemenuhan haknya atas bantuan hukum.

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana bunyi pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara
Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin
persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak
asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa
semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan
hukum (equality before the law). Persamaan perlakuan di hadapan
hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan
latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat
lainnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari
prinsip persamaan dihadapan hukum (equaltiy before the law)
sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum™
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang

berbunyi:

“Setiap orang berhak medapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan .

Negara terutama pemerintah sebagai penyelenggaran negara
memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan

hukum sebagai hak konstitusional warga negara. Berdasarkan
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pertimbangan inilah secara yuridis urgennya eksistensi Undang-
Undang Bantuan Hukum. Sementara itu, fakir miskin merupakan
tanggung jawab Negara yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar
diperlihara oleh Negara” oleh karena itu, gerakan bantuan hukum
sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Peraturan apapun
bentuknya diharapkan agar dapat mewujudkan keinginan-keinginan
dari masyarakat yang mendambakan keadilan, tetapi hal tersebut
belum sepenuhnya terealisasikan dikarenakan penegakan hukum di
Indonesia tidak bersesuaian dengan prosedur hukum acara, sehingga
terjadi ketimpangan hukum dalam proses penegakkan hukumnnya.

Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya
di muka pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara
asalkan memenuhi persyaratan, yakni mampu dan berwenang untuk
menjadi pendukung hak dan dapat bertindak atau melakukan
perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu bertindak hukum,
meskipun memiliki kepentingan langsung dapatlah diwakili oleh
orang lain. Disinilah, peran bagi paralegal sangat terbuka dan
nampak diakui keberadaannya.

Berdasarkan pasal 9 huruf'(a) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum, mengenai Pemberi Bantuan Hukum Berhak

“melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan

mahasiswa fakultas hukum”.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa paralegal sebagai sebuah tugas
dan pekerjaan yang diberikan oleh advokat untuk memudahkan

dalam memberikan bantuan hukum, munculnya fenomena paralegal
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ini karena dibutuhkan lingkungan masyarakat menginat banyaknya
permintaan dari masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahan
hukum. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan paralegal, pada
salah satu sisi bergerak didalam hubungan-hubungan hukum dalam
menjalankan fungsi, yang menjembatani komunitas yang mengalami
ketidakadilan ataupun pelanggaran hak-hak asasi manusia akibat
sistem hukum yang berlaku, sementara itu disisi lain paralegal juga
bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi
mediasi advokasi, dan pendampingan masyarakat. Oleh karena itu
peranan paralegal tidak hanya terbatas pada fungsi penunjang
lembaga kepengacaraan dan fungsi “intermediaries”. Dengan
adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum ini maka fungsi paralegal menjadi jelas sebagai pemberi
bantun hukum Kkepada masyarakat dan dapat mendampingi
masayakat sampai pada tahapan litigasi dengan pertimbangan bahwa
jumlah addvoat yang terhimpun tidak memadai sebagaimana
disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintan Nomor 42
Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran,Dana.Bantuan Hukum yang berbunyi

“Dalam-hal-jumlah advokat yang terhimpun dalam’ wadah
Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya
jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum
dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas
hukum”.

Dengan adanya paralegal maka harapannya dapat membantu
dan mempermudah advokat dalam memberikan bantuan hukum

sebagai upaya menciptakan keadilan dan persamaan dalam hukum,
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bahwa peranan paralegal ini sangat penting untuk menegakkan hak-
hak setiap warga Negara. Pembelaan terhadap masyarakat menengah
begitu penting agar tidak ada perbedaan penanganan hukum
terhadap pihak yang lemah dan agar pemberian bantuan hukum tepat
sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap
keadilan dan masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna
mewujudkan kepatuhan terhadap hukum.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis
permasalahan tentang syarat sebagai pelaksana pemberi bantuan
hukum yang dalam hal ini menghambat pemberi bantuan hukum
dalam memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin,
salah satu syarat tersebut adalah akreditasi, lembaga bantuan hukum
yang belum terakreditasi belum bisa mendapatkan dana dari APBN,
sehingga pemberi bantuan hukum dalam hal ini belum leluasa
memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin, hal ini
bertentangan dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 yang
notabenenya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma namun
yang dirasakan oleh masyarakat tidak demikian. Oleh karena itu,
penulis - menilai perlu adanya indikator. kompetensi lain selain
akreditast- guna ‘mengukur “kecakapan' sebuah -fembaga bantuan
hukum dalam terjun ke masyarakat guna melakukan mediasi serta
bantuan hukum yang sifatnya non litigasi. Sehingga penulis tertarik
melakukan penulisan dengan judul: “PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM NON LITIGASI (MEDIASI) KEPADA MASYARAKAT
MISKIN  YOGYAKARTA (STUDI KASUS LEMBAGA
BANTUAN HUKUM SAMBER NYAWA)”



8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyusun

rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi (mediasi)

oleh LBH Samber nyawa terhadap masyarakat miskin?

Apa hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi

(mediasi) LBH Samber nyawa terhadap masyarakat miskin?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan

rumusan masalah maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

a.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian
bantuan hukumnon litigasi (mediasi) oleh LBH Samber
nyawa terhadap masyarakat miskin.

Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan
bantuan hukum non litigasi (mediasi) oleh LBH Samber

nyawa terhadap masyarakat miskin.

Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini.diharapkan dapat menambah.pengetahuan
dalam rangka menunjang pengembangan iimu bagi penulis
sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas syariah dan
hukum pada umumnya.

Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

masyarakat agar mengetahui proses penyelesaian sengketa
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secara non litigasi serta menjadi masukan bagi instansi
terkait dalam menerapkan peraturan perundang-undangan

terutama bagi lembaga bantuan hukum samber nyawa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan
penelitian tentang kontribusi Lembaga Bantuang Hukum dalam
memberikan bantuan hukum non litigasi (mediasi) terhadap
masyarakat miskin yang pertama kali dilakukan. Oleh karenanya,
penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian
terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini.

Ahmad Yuskirman Sah dengan skripsi yang berjudul
Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHM) Terhadap
Pencari Keadilan yang tidak mampu” dalam skripsi ini memuat
beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana standar operasional
dalam membantu pencari keadilan tergolong tidak mampu dan
bagaimana standar operasional dalam membantu pencari keadilan
yang tergolong mampu.® Perbedaan antara skripsi tersebut dengan
skripsi penulis “adalah " skripsi ‘tersebut’ lebih " menitik beratkan
khususnya pada standar operasional (SOP) pada (LBH itu sendiri
sedangkan pada skripsi penulis lebih ke arah pelaksanaan bantuan
hukum itu sendiri, adapun pada skripsi tersebut lebih membahas

tentang bagaimana LBH menangani kasus Pidana, perdata, dan Tata

> Ahmad Yuskirman Sah, “ Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
(YLBHM) Terhadap pencari keadilan yang tidak mampu”, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.
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Usaha Negara sedangkan dalam skripsi penulis hanya terfokus
kepada mediasi.

Farida Kurniawati dengan skripsi yang berjudul Peran
Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian
Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi
Terhadap Aspek Normative-Empiris di Surakarta).® Dalam karya
tulis tersebut hampir mirip dengan karya tulis ilmiah yang penulis
akan bahas namun pada karya tulis yang penulis miliki tidak
membahas tentang lembaga bantuan hukum yang ada pada
perguruan tinggi tetapi lebih luas dan umum yaitu lembaga bantuan
hukum yang bersifat mandiri.

M. Shaiful Umam dengan skripsi yang berjudul Bantuan
Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Hukum Keluarga Di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012." Pada skripsi
tersebut hanya membahas pada seputar kasus keluarga saja sedangkan
pada karya ilmia ini penulis akan membahas tentang bagaimana LBH
menangani kasus perdata dalam cakupan yang lebih luas.

Rini Agustine dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan
Pemberian ~Bantuan . Hukum , Bagi -Tersangka. Di-. Polresta

Yogyakarta.® Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa Bantuan hukum

® Farida Kurniawati, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana
(Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta)”, skripsi, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.

" M. Shaiful Umam, “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam
Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012”,
Skripsi, Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

® Rini Agustine, “Pelaksanaa Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta
Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta,Yogyakarta, 2012.
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menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan
menghadapi aparat hukum. Dengan adanya Bantuan hukum seorang
tersangka dapat memperoleh pendampingan hukum agar
kedudukannya menjadi seimbang. Hal yang membedakan dengan
skripsi penulis adalah objek yang diteliti, penulis menggunakan
objek pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin
sedangkan skripsi tersebut pemberian bantuan hukum bagi tersangka
di Polresta Yogyakarta.

Nabila dengan skripsi yang berjudul Peranan Lembaga
Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum
Secara Cuma-cuma.® Pada skripsi tersebut pembahasannya hampir
mirip dengan skripsi penulis namun yang membedakan pada skripsi
tersebut cakupannya lebih luas, namun sama dalam hal meneliti
Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukumnya
secara cuma-cuma sedangkan dalam skripsi penulis focus penelitian
penulis pada pemberian bantuan hukum secara non litigasi (mediasi)

dan ini pembahasannya lebih sempit dibandingkan skripsi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik: adalahkerangka berpikir ~yang bersifat
teoritis ‘mengenai - masalahm yang akan 'diteliti, dimana kerangka
tersebut menggambarkan antara konsep-konsep yang akan diteliti.'°

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan

% Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam
Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, Skripsi, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2017.

19 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit,
2004), him.29.
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beberapa teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, serta
aturan-aturan hukum yang menjadi teori dasar atau acuan untuk
menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, antara lain:
1. Teori Keadilan dan Negara Hukum
Teori hukum yang digunakan yakni teori keadilan dari John
Rawls, karena dalam proses hukum yang adil akan terkandung
prinsip-prinsip keadilan didalamnya. Mengingat bahwa, keadilan
merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum, maka
banyak tokoh atau pakar yang mengemukakan pandangannya
mengenai keadilan ini, diantaranya yakni Aristoteles, Thomas
Aquinas, John Rawls karena dipandang sebagai teori yang paling
komprehensif sampai saat ini, selain itu, teori keadilan dari John
Rawls yang sangat terkait dengan permasalahan yang ada.
Sehingga, tepat dijadikan sebagai dasar analisis dalam
permasalahan pertama dari skripsi ini. Ada dua prinsip keadilan
yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip pertama ditentukan
bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan
dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua
orang. Prinsip kedua’ditentukan ‘bahwa, ‘ketimpangan-sosial dan
ekonomi harus' diatur rsedemikian ‘rupa sehingga (a) dapat
diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang dan (b)
semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip-prinsip
keadilan dari John Rawls:
a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of

greatest equal liberty). Menurut prinsip ini setiap orang
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mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan
masyarakat.

b. Prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip
persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair
equality of opportunity) dirumuskan dalam prinsip
ketidaksamaan yang menyatakan bahwa, situasi perbedaan
(sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa
sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang
paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk
mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas).*

Prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip
persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair
equality of opportunity) dalam pelaksanaanya, menunjukkan
bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka
perlu dibentuk peundang-undangan yang memberikan hak
bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya adalah konsep hukum yang digunakan adalah

konsep negara hukum dari friedrich Julius Stahl. Konsep negara

hukum. merupakan konsep hukum .sebagai dasar dan sebagai
landasan teori yang paling universal atau umum. Konsep negara
hukum ini selanjutnya menjadi fondasi atau sebagai landasan
berpijak dalam pemberian bantuan hukum bagi orang atau
kelompok orang miskin. Paham rechtsstaat pada dasarnya

bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Penelitian ini,

! Darji Darmodiharjo dan Sidartha, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2006), him.161.
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menggunakan konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl,

karena Indonesia menganut sistem hukum yang sama yakni

sistem hukum Eropa Kontinental, sehingga terdapat persamaan
terkait dengan penerapan sistem hukum Eropa Kontinental.

Pertimbangan atau alasan lainnya juga karena adanya kesesuaian

unsur-unsur rechtsstaat dengan penelitian ini. Unsur-unsur

rechtsstaat yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl sesuai
dengan konsep pemberian bantuan hukum yang mengandung
adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia, pembagian
kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan peraturan sebagai
bentuk adanya asas legalitas dalam negara hukum. Sedangkan

A.V. Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting negara hukum

yang disebut The Rule of Law, yaitu:

a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum

b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat
biasa maupun pejabat pemerintah

c. Terjaminnya. hak-hak.asasi manusia dalam undang-undang
atau ‘keputusan pengadilan

Berdasarkan UU RI Tahun 1945, Negara Indoesia adalah
negara hukum yang berdasarkan pancasila dan bukan

berdasarkan atas kekuasaan semata.

Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya utuk

tegaknya atau befungsinya norma-norma hukum secara nyata
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sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Menurut Soerjono Soekanto dalam konsep faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum mengemukakan

bahwa, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

a. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini hanya dibatasi pada
undang-undang saja.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan
hidup.

Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni
meliputi .asas-asas hukum. yang. selayaknya-diperlukan untuk
dapat-mewujudkan proses hukum-yang adil.-Asas-asas hukum
yang digunakan .adalah /asas legalitas, asas persamaan di muka
hukum (equality before the law). K.Smith dan D.J. Keenan
berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan
sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat
hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang

yang berpekara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu
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ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayat biaya
honorarium kepada advokat'?> Menurut pasal 1 angka 1 Undang-
undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa
bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada si penerima bantuan
hukum. Bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan pada
beberapa asas, yaitu:

a. Asas Keadilan;

b. Asas persamaan kedudukan didalam hukum;

c. Asas keterbukaan;
d

. Asas efisiensi;

@

Asas efektivitas; dan
f. Asas akuntabilitas.*®
Tujuan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yaitu:

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum
untuk mendapat akses keadilan

b. Mewujudkan konstitusional segala warga negara sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum

c. Menjamin" ‘kepastian - penyelenggaraan bantuan hukum
dilaksanakan secara merata  diseluruh  wilayah negara
Republik Indonesia.

d. Mewujdkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat

dipertanggungjawabkan.**

12 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis,

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him.21.

3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2.
4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.
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F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk

menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah
metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan
apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang
akan digunakan dalam penyusunan skripsi maka seorang penulis
harus teliti dan sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan konstruksi yang
dilakukan secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti
dari pada metodelogi dalam setiap penelitian hukum dilakukan,
seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk
menguasai dan dapat menerapkan metodelogi penelitian hukum
dengan baik.' Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya
maka penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field

research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek

penelitian LBH Sambe nyawa guna memperaleh data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan kontribusi

LBH dalam memberikan bantuan_hukum_non litigasi (mediasi)

kepada masyarakat.
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian

yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang

> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktik ( Jakarta:Sinar
Grafika, 2002), him.17.
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dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang
sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat
memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian.
Selain itu metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau
standar-standar yang berlaku.®
3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris,
yuridis-empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk
menganalisa sejauh mana suatu aturan/nukum berlaku secara
efektif.'” Pendekatan yuridis untuk menganalisa berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Lembaga
Bantuan Hukum, sedangkan metode empiris digunakan untuk
menganalisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pemberian bantuan hukum non litigasi

(mediasi) kepada masyarakat miskin.

4. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Sumber data, primer. dalam, penelitian ;ini; diperoleh dengan
melakukan penelitian lapangan di- LBH Samber nyawa
melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data
yang berhubungan-dengan permasalahan* yang’ penyusun
teliti.

16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
him. 223.

7 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode penelitian hukum (Bandung:
Alfabeta, 2013), him. 106.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil studi kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Bantuan Hukum non litigasi
(mediasi), dokumen-dokumen, buku-buku literatur, jurnal,
artikel, maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan
penelitian ini.

c. Data Tersier
Data tersier merupakan data yang digunakan untuk
melengkapi sumber data primer dan data sekunder. Seperti

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terkait pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian.'® -Dalam hal ini penyusun akan mengamati objek
dari penelitian secara’ langsung terkait dengan kontribusi
Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan
hukum-non-litigasi (mediasi) kepada masyarakat.

b. Wawancara
Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-

informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian

'8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Pres, 1993), him.194.
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dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak
yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian
ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur
maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap
muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepom,
dan e-mail.*°

Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang
diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan

literature-literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan
pada penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk
menginterprestasikan data yang ada kemudian dianalisis
yang ditunjukkan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu

dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.?

G. Sistematika Penulisan

Sistem pembahasan dalam penelitian 'ini terdiri-dari lima bab,

dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan

agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang

akan diangkat. Adapaun rincian dari pembahasannya adalah sebagai
berikut:

9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2008), him.194.

% Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi llmu

Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1995), him. 99.
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Bab Pertama, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas
sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini,
rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang
selanjutnya akan diangkat menjadi sebuah penelitian, kemudian juga
terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub
bab tinjuan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang
berkaitan dengan  penelitian ini  yang bertujuan untuk
membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinilitasnya.
Kemudian juga membuat kerangka teoritik yang merupakan teori
yang dijadikan landasan berfikir dalam penyusunan penelitian ini.
Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum mengenai Bantuan Hukum,
Unsur-unsur Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Selanjutnya
berisi tentang pengertian paralegal, syarat dan Tata Cara Rekrutmen
Paralegal, Peran Paralegal (Pemberi Bantuan Hukum, Penyuluhan
Hukum, Konsultasi, Mediasi, Pemberdayaan Masyarakat), Fungsi
Dasar Paralegal, Kedudukan Paralegal dalam Memberikan Bantuan
Hukum, tinjaun umum,. serta-tinjaun umum tentang Pemberian
Bantuan-Hukum’ Probono dan‘Prodeo berdasarkan Perma No. 1
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang Lembaga Bantuan
Hukum Samber Nyawa, Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di
Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa, Penyelenggaraan dan

Mekanisme Pengajuan Anggaran.
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Bab Keempat, berisi analisis serta jawaban dari rumusan
masalah yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan LBH
samber nyawa dalam memberikan bantuan hukum non litigasi
(mediasi) terhadap masyarakat miskin dan apa hambatan LBH
Samber nyawa dalam memberikan bantuan hukum non litigasi
(mediasi) terhadap masyarakat miskin dari hasil penelitian yang
telah dilakukan.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan
saran, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang
ada, sedangkan saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian
yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar pustaka dan

lampiran-lampiran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada penelitian dan analisis yang telah penulis
lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum non litigasi (mediasi) kepada
masyarakat miskin telah sesuai dengan asas asas dalam peraturan
perundang undangan yang ada dan lembaga bantuan hukum
samber nyawa ini telah melaksanakan undang undang bantuan
hukum dengan maksimal, namun mengenai aspek yuridis formil
mengenai  akreditasi lembaga bantuan hukum  dapat
dikesampingkan dengan mengedepankan prinsip persamaan dan
pelayanan hak asasi dan konstitusi bagi mereka yang
membutuhkan. Masih ada yang perlu diperhatikan dalam hal
pembatasan bagi persoalan lembaga bantuan hukum yang belum
terakreditasi harus dimaknai bukan sebagai proses legalisasi
melainkan hanya bagian dari prosedur untuk mendapatkan dana
bantuanhukum- dari'‘pemerintah ' sehingga  lembaga bantuan
hukum yang tidak ingin mengikuti verifikasi dan akreditasi atau
tidak lulusydalam wverifikasi; dan /akreditasi tetap berhak untuk
memberikan bantuan hukum dengan berpegang pada standar

bantuan hukum.

2. Faktor-faktor penghambat pemberian bantuan hukum non litigasi

(mediasi) kepada masyarakat miskin antara lain:

97
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a. Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung
hukum untuk masalah bantuan hukum khususnya dalam hal
anggaran pemberian bantuan hukum.

b. Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas
pemberi bantuan hukum, dalam hal kuantitas jumlah dari
petugas atau pemberi bantuan hukum masih sangat sedikit.

c. Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum
dan masih malasnya masyrakat untuk melapor pada Lembaga
Bantuan Hukum untuk mendapatkan jaminan dan

perlindungan hukum.

Saran

Lembaga Bantuan Hukum Samber Nyawa ini diharapkan segera
untuk mendaftarkan  LBH mereka ke Kemenkumham untuk
memperoleh akreditasi agar ke depannya dana yang semestinya
turun dapat dimanfaatkan untuk membantu klien atau
masyarakat miskin dalam berperkara baik secara litigasi maupun
non litigasi.

Dari sisi' 'Sumber; Daya 'Manusia. (SDM) /masih* kurang,
diharapkan LBH ini  menambah personil agar dapat
mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
miskin baik secara litigasi maupun non litigasi.

Perlunya diperkuat kerjasama antar lembaga dengan
Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini khususnya dengan
BPHN sebagai regulator bagi organisasi dan lembaga bantuan

hukum di Indonesia.
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Apa latar belakang berdirinya LBH Samber Nyawa ini?

Apa Visi dan Misi dari LBH Samber Nyawa ini?

Bagaimana Sifat pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh
LBH Samber Nyawa?

Bagaimana bentuk pelayanan dari LBH Samber Nyawa ini?
Bagaimana prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum di
LBH Samber Nyawa, apabila masyarakat membutuhkan bantuan
hukum?

Apakah ada perbedaan layanan yang diberikan LBH Samber
Nyawa kepada masyarakat mampu dan tidak mampu?

Apa saja perkara yang ditangani oleh LBH Samber Nyawa?
Apakah ada prioritas kasus yang ditangani oleh LBH Samber
Nyawa?

Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan LBH
Samber Nyawa, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan saat ini?

Bagaimana bentuk pendanaan dalam menjalankan LBH Samber
Nyawa? (yang belum terakreditasi)

Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian
bantuan hukum?

Bagaimana prosedur pertama dalam administrasi yang dilakukan
oleh bidang advokasi dalam penanganan perkara?

Bagaimana' bentuk koordinasi -dalam “penanganan kasus yang
dilakukan oleh LBH Samber Nyawa?

Bentuk permasalahan seperti apa yang sering klien ajukan?

Bentuk langkah »apa saja @ yang advokasi  lakukan dalam
penanganan perkara?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan advokasi?
Bagaimana prosedur mediasi yang dilakukan olen LBH Samber
Nyawa?
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BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
ini.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh
Menteri.

Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan
oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi
Advokat.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

0 @ho oo

keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
keterbukaan;

efisiensi;

efektivitas; dan

akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.

b.

menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
mewujudkan hak konstitusional segala warga negara
sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum;

Cc. menjamin . . .
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menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia; dan
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan
Hukum yang menghadapi masalah hukum.
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata
usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak
dasar secara layak dan mandiri.

Hak dasar scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,
layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan.

BAB 1II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

(1)

Pasal 6
Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu
penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi
Penerima Bantuan Hukum.

(2) Pemberian . ..
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Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan

Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan

oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-

Undang ini.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Bantuan Hukum;

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan
Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan
Hukum;

c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel; dan

€. menyusun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun
anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:

a. mengawasi dan =~ memastikan  penyelenggaraan
Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini; dan

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap
lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan = juntuk: ‘memenuhi kelayakan
sebagai Pemberi Bantuan. Hukum. berdasarkan
Undang-Undang ini.

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk

panitia yang unsurnya terdiri atas:

a. kementerian yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
akademisi;

c. tokoh masyarakat; dan

d. lembaga . . .

Vi
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d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan
Bantuan Hukum.

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada

(4)

(1)

(2)

ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan
akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang ini.

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berbadan hukum;

terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
memiliki pengurus; dan

o ale o

memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.

melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;

melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi
hukum, dan program Kkegiatan lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;

menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di
dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. mendapatkan . . .

Vil
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mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah
ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan
perkara; dan

mendapatkan jaminan perlindungan hukum,
keamanan, dan keselamatan selama menjalankan
pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a.

melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan
Hukum;

melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang
digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang ini;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan
Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a;

menjaga  kerahasiaan data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan
Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang
ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
dan

memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang
ditentukan dalam = Undang-Undang ini sampai
perkaranya- selesai, kecuali ada alasan yang sah secara
hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum- tidak "dapat dituntut secara
perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan

Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan
dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang
pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik
Advokat.

BABV...

VI
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BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau  perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan
perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan

Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
sckurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan
perkara; dan

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat
tinggal pemohon Bantuan Hukum.

(2) Dalam . . .
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(1)

(2)
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Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu

menyusun permohonan secara tertulis, permohonan
dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan
Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima,
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima
Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak,
Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan
penolakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Bantuan Hukum -yang diperlukan dan
digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum
sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak

mengikat.

Pasal 17 . ..
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Pasal 17

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum
secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIIT
LARANGAN

Pasal 20
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau
pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang
ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

BAB X . ..

Xl
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang
diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan
sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses
sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap
dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai
pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian
Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Undang-Undang ini mulai * berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 25

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..

Xl
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN' 2011 NOMOR 104

Salinan.sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

XMl



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM

UMUM

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang
dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16
dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh
perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat
terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan,
dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan
sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam
negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia
bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap
keadilan-(access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law) Jaminan atas hak- konstitusional tersebut belum
mendapatkan perhatian secara memadai, =~ sehingga dibentuknya
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara
untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok
orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di
hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus
diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan
Hukum ini.

Selama . . .

XV
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Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum
banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga
mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional
mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam
Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini
antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum,
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan
hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut,
benar, baik, dan tertib.

Huruf' b
Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam
hukum” ~adalah . bahwa, setiap . orang- mempunyai hak dan
perlakuan “yang sama di depan “hukum serta kewajiban
menjunjung tinggi hukum.

Hurufc
Yang | dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara
konstitusional.

Hurufd ...

XV
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum  melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi /Advokat
untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum  berdasarkan
Undang-Undang mengenai Advokat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb. ..

XVI



-4 -
Huruf b

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan
menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan secbagai Pemberi Bantuan
Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum?”
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan
tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program:
investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian
hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Huruf'd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 10 ...
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama
lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat
lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 . ..
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Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248
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